SALINAN

BUPATI NUNUKAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 66 ayat

1.

(7) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan ketentuan
Pasal 21 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten
Nunukan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan, bahwa tata
cara pengembalian kelebihan bayar pajak diatur
dengan Peraturan Bupati;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Nunukan tentang Tata Cara Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah Dan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3962);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009
Nomor 4 Seri A Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11
Tahun 2011 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011
Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan
peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Nunukan tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015
Nomor 6);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 12
Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten
Nunukan Tahun 2011 Nomor 12);

11. Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 37
Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Nunukan (Berita Daerah
Kabupaten Nunukan Tahun 2010 Nomor 37 Seri F);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG TATA CARA

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
DAERAH DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN

BANGUNAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunkan.
Bupati adalah Bupati Nunukan.

Perangkat Daerah adalah Badan atau Dinas yang melaksanakan tugas
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten
Nunukan.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara
(BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama atau
dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang mempunyai hak
dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang undangan
perpajakan yang berlaku.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD
adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana
dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda
pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah

Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah
nomor identitas objek pajak daerah.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
pengllitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau
bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan
dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain
ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala
Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar
daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Putusan Banding adalah putusan Pengadilan Pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah adalah
pengembalian atas kelebihan pembayaran jumlah pajak daerah yang
telah dibayar dan/atau dipotong dan/atau dipungut, karena jumlah
Pajak Daerah yang telah dibayar dan/atau dipotong dan/atau
dipungut lebih besar dari Pajak Daerah yang terutang atau dilakukan
pembayaran atas Pajak Daerah yang tidak seharusnya terutang.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan
dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat
Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah
adalah keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pajak dan
Retribusi Daerah untuk menentukan Surat Perintah Membayar
Kelebihan Pajak Daerah.

Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPMKPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala
Badan/Dinas yang membidangi Keuangan Daerah untuk menerbitkan
Surat Perintah Pencairan Dana sebagai dasar kompensasi utang pajak
dan/atau pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada
wajib pajak.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan
kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Surat Permintaan Pembayaran yang seianjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan atau bendahara pengeluaran untuk
mengajukan permintaan pembayaran.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang
diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

Belanja Tidak Terduga adalah merupakan belanja untuk kegiatan
yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak
diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Kompensasi adalah proses perhitungan kelebihan pembayaran pajak
daerah dengan utang pajak.

Kompensasi Utang Pajak adalah pembayaran utang pajak yang
dananya berasal dari kelebihan pembayaran pajak yang telah disetor
ke rekening kas daerah.

BAB II
JENIS PAJAK DAN KRITERIA PENGEMBALIAN

Pasal 2

Jenis pajak yang diberlakukan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

FER M0 Q0 T

Pajak Hotel,;

Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;

Pajak Reklame;

Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Parkir;

Pajak Air Tanah;

Pajak sarang burung walet; dan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.’

Pasal 3

Kriteria Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagai berikut:

a.
b.

C.

pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam SKPD;

pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan
Keberatan atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap/incrah;

pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan
Pembetulan;



d. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan
pengurangan sanksi administrasi atau surat keputusan penghapusan
sanksi administrasi;

e. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan
pengurangan surat ketetapan pajak atau surat keputusan pembatalan
surat ketetapan pajak; atau

f. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan
pengurangan surat tagihan pajak atau surat keputusan pembatalan
surat tagihan pajak daerah.

BAB III

PELAKSANAAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu
Persyaratan Permohonan

Pasal 4

(1) Wajib pajak dapat mengajukan Permohonan Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak Daerah secara tertulis kepada Bupati melalui
Kepala Perangkat Daerah sebagaimana terncatum dalam Lampiran
Peraturan Bupati ini.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit

memuat:

a. Identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;

b. Nama dan alamat Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;

c. NPWPD dan NOPD atau nomor pendaftaran/registrasi;

d. Masa pajak dan tahun pajak;

e. Perhitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

f. Besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak;

g. Nomor rekening bank Wajib Pajak; dan

h. Alasan permohonan Pengembalian Pembayaran Pajak Daerah.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi
dokumen:

a. Fotokopi bukti pembayaran pajak daerah dari bank dan fotokopi
SSPD dengan memperlihatkan aslinya;

b. Fotokopi SKPD/SPPT/SPTPD/bank garansi dengan
memperlihatkan aslinya;

c. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak, fotokopi Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang (SPPT), Surat Keputusan Keberatan Pajak atau
Surat Keputusan Banding/Keputusan Peninjauan Kembali/ Surat
Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi/Surat Keputusan Pengurangan
atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak/Surat Keputusan
Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak;

d. Fotokopi akta hibah dan/atau waris yang diterbitkan oleh notaris
apabila perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan karena
hibah dan/atau waris, untuk BPHTB;

e. Fotokopi akta apabila perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen) atau
seharusnya dibebaskan, untuk BPHTB; dan

f. Fotokopi surat keterangan bahwa akta jual beli belum

ditandatangani yang diterbitkan oleh notaris untuk BPHTB.



Bagian Kedua
Proses Permohonan

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah meneliti dan memeriksa berkas permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam rangka penerbitan
SKPDLB.

(2) Hasil penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi kelengkapan pemenuhan persyaratan permohonan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Menolak, dengan surat penolakan yang disertai alasan yang jelas
apabila persyaratan permohonan tidak lengkap; dan

b. Menerima dengan memberikan tanda terima dan memproses
permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah
apabila memenuhi persyaratan dan permohonan dinyatakan
lengkap.

(3) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dengan
melengkapi kekurangan persyaratan.

(4) Terhadap permohonan yang diterima, Kepala Perangkat Daerah
selanjutnya melakukan pemeriksaan kebenaran administrasi dan
lapangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Wajib
Pajak atas kelebihan pembayaran pajak, selanjutnya melaporkan
kepada Bupati untuk proses selanjutnya.

Pasal 6

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak
diterimanya permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Daerah harus memberikan keputusan.

(2) Keputusan atas permohonan wajib pajak dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak
terhutang.

(3) Terhadap keputusan Bupati yang menambahkan besarnya pajak
terutang diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
daerah.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan Pengembalian Pembayaran Pajak Daerah dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan.

(5) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
diperhitungkan terlebih dahulu atau dikompensasi dengan utang
pajak yang diadministrasikan di Perangkat Daerah dan apabila Wajib
Pajak tidak mempunyai utang pajak maka seluruh kelebihan
pembayaran pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak yang
bersangkutan.

(6) Kompensasi utang pajak dilakukan terhadap utang sejenis pada tahun
sebelumnya atau tahun berikutnya atau jenis pajak lainnya yang
dimiliki oleh Wajib Pajak bersangkutan.



Pasal 7

(1) Pelaksanaan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
() dilakukan oleh Bupati

(2) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1),
Bupati menerbitkan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pajak Daerah.

(3) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(4) Apabila Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dilakukan
setelah lewat jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2
% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
pembayaran pajak.

Bagian Ketiga
Proses Pencairan

Paragraf 1
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah Pada Tahun Berjalan

Pasal 8

(1) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
dan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Kepala Badan/Dinas
yang membidangi Keuangan Daerah menerbitkan SPMKPD.

(2) SPMKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilengkapi
dokumen:

a. Identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;

NPWPD dan NOPD atau nomor pendaftaran/registrasi;

nomor rekening bank Wajib Pajak; dan

asli Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah;

asli SKPDLB.

°opo o

Pasal 9

(1) Berdasarkan SPMKPD, Kepala Kepala Badan/Dinas yang membidangi
Keuangan Daerah memproses pencairan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak.

(2) Pencairan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diperhitungkan dari kode rekening objek pajak daerah yang
bersangkutan.

Pasal 10
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah pada tahun berjalan

dilakukan dengan membebankan pada akun kode rekening pajak yang
bersangkutan.



Paragraf 2
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun Sebelumnya

Pasal 11

(1) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
dan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Kepala Badan/Dinas
yang membidangi Keuangan Daerah menerbitkan SPMKPD.

(2) SPMKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilengkapi
dokumen:

a. Identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan,;

b. NPWPD dan NOPD atau nomor pendaftaran/registrasi;

c. nomor rekening bank Wajib Pajak;

d. asli Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah;
dan

e. asli SKPDLB.

(3) Apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
lengkap, Kepala Badan/Dinas yang membidangi Keuangan Daerah
memproses Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak
Terduga Untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah
Tahun Anggaran yang Lalu.

Pasal 12

(1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (3), Kepala Badan/Dinas yang membidangi Keuangan Daerah
memproses penerbitan SPD.

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta
kelengkapannya diserahkan kepada bendahara PPKD untuk diproses
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Terhadap Keputusan Bupati sebagaimana diinaksud dalam Pasal 11
ayat (3) beserta kelengkapannya, Badan/Dinas yang membidangi
Keuangan Daerah membuat SPP untuk disampaikan kepada Kepala
Badan/Dinas yang membidangi Keuangan Daerah.

(2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Badan/Dinas yang membidangi Keuangan Daerah selaku PPKD
menerbitkan SPM-LS.

(3) Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Badan/Dinas yang membidangi Keuangan Daerah menerbitkan SP2D.

Pasal 14

Pencairan kelebihan pembayaran pajak daerah tahun sebelumnya
dibebankan pada Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



BAB IV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh
Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 16

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh
Aparat Pengawasan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 7 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,
ttd

SERFIANUS
BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2020 NOMOR 48

SalinarrSesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT' DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum

b/

' , HASRUNI/S.H.M.AP
Nip.197 10608200212 1 007




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN

PAJAK DAERAH DAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN

PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK

..................... Tahun......
Kepada :
Nomor : Yth Bupati Nunukan
Lampiran : di-
Perihal : Permohonan Pengembalian Nunukan

Kelebihan Pembayaran Pajak

Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Pemilik / Pengelola
Alamat

Bertindak untuk dan atas nama
Nama Usaha / Perusahaan
NPWPD

Alamat

Sesuai dengan SK Keberatan/Putusan Banding/Kelebihan Pembayaran atas SPTPD *¥)
NOMOT ...evviviiiiiiiiiiieeee Bulan ......cccccceeeee. Tahun ......cocoevvveeeiininnnnns

Dengan ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Jumlah : Rp
Dengan Huruf ...
Dengam ALASAIL © ceuiueiiiiiie ittt e e et ettt e eta ettt et et e e e aaeaane

Demikian permohonan ini dibuat agar dapat disetujui, atas pertimbangan saya ucapkan
terimakasih.

Hormat Saya,
Pemohon

*) Coret yang tidak perlu




PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA
PEROLEHAN HAK TANAH DAN BANGUNAN

..................... Tahun......
Kepada :
Nomor : Yth Bupati Nunukan
Lampiran : di -
Perihal : Permohonan Pengembalian Nunukan

Kelebihan Pembayaran BPHTB

Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Pemilik / Pengelola
Alamat

Bertindak untuk dan atas nama
Nama Usaha / Perusahaan
NPWPD

Alamat

Sesuai dengan SK Keberatan/Putusan Banding/Kelebihan Pembayaran atas BPHTB %)
NOMOT ...ovviiiiiiiniiiiiie, Bulan .......cccccoeeee. Tahun ........cccceeeeeiiiiinnnn.

Dengan ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Jumlah : Rp
Dengan Huruf : ...
DeNgam ALASAIL © ceueuiuiineie ittt ettt et et ettt ettt et en e etn et et et e enebn e eaaeen e

Demikian permohonan ini dibuat agar dapat disetujui, atas pertimbangan saya ucapkan
terimakasih.

Hormat Saya,
Pemohon

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI NUNUKAN,

Salinarn-Sesuai Dengan Aslinya ttd

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Kepala Bagi
SENINpan tikum ASMIN LAURA HAFID

. HASRUNI/S H. M.AP
Nip.197 10608200212 1 007




